
BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : T9) TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,
Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan

yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang baik Pejabat maupun Pegawai Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang dilarang menerima hadiah atau
suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan atau pekerjaannya dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5698);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut

Pejabat/Pegawai adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Wakil
Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Aparatur Sipil Negara, Calon
Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai
BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang yang menerima gaji/upah dari APBN dan
APBD.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, biro dan kantor di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dapat berbentuk Perusahaan
Daerah atau Perseroan Terbatas.

9. Inspektorat adalah SKPD Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk
lingkungan pengendalian gratifikasi.

13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tulang Bawang yang
selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Tulang Bawang adalah unit kerja
yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian
gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

14. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang,
badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada
penerima gratifikasi.

15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh
KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan
Penerimaan Gratifikasi.

16. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah
pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir
gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau
melalui UPG.

17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap
penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan
Gratifikasi oleh Pelapor.

18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut
diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai
untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.

21. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan
mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs



beli (Kurs Tengah= pada hari tertentu.
22. Adat Istiadat adalah serangkaian kegiatan adat masyarakat Tulang

Bawang yang berkaitan dengan upacara kelahiran, perkawinan dan
kematian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(l)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan
mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai

tentang gratifikasi;
b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan

gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan keija dan budaya kerja yang transparan

dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulang Bawang;

d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas
penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 3

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak
awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar

penerimaan yang sah;
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar

penerimaan yang sah;
c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring

dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d. terkait dengan pelaksanaan peijalanan dinas diluar penerimaan

yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan

dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/ kontrak/ kesepakatan
dengan pihak lain;



ƒ***

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu
selama kunjungan dinas;

j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh
Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak
relevan dengan penugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan
pemangku kewenangan;

1. dalam pelaksanaan pekeijaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pejabat/Pegawai.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan
gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi
terkait.

Pasal 4

(1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dikecualikan dalam hal:

a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;

c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau

upacara keagamaan; dan/atau
e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu:

penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik
institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta
atau pekerjaan Pejabat/Pegawai.

(2) Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi
tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.

(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat
ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang
mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya
kepada UPG.

(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan
makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan,
panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

(5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG dan/atau sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaporkan secara tertulis oleh UPG kepada KPK.



BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya
kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu,
besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan,
sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan

dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku
Umum;

d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang
sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;

e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat,
sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi
yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/ pelatihan/
workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya
dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards,
atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik
Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak
terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan
yang berlaku di instansi penerima;

k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;

1. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan,
pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;



m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterimatamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimanadimaksud pada huruf 1 paling banyak Rpl.000.000,00 (satu jutarupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialamioleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua,dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyakRpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalamsetiap peristiwa;

o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun,
promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uangatau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)per pemberian per orang dengan total pemberian Rpl.000.000,00(satu juta rupiah) daim waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yangsama; dan

p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dantidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan
total pemberian paling banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah)dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidakdiberikan oleh bawahan ke atasan.

q. Pemberian berupa uang dan barang dalam rangka pelaksanaan adatistiadat dari masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6
(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkanharga pasar pada saat pemberian.
(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dalambentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan KursTengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 7
(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-

elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap

apabila sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
b. NIK dan tempat tanggal lahir penerima gratifikasi;
c. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima.



(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak Gratifikasi diterima; atau

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan
yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
sejak laporan Gratifikasi diterima.

(5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara
lengkap.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8
(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk

UPG
(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari:

a. Pembina

b. Pengarah
c. Ketua
d. Wakil Ketua

e. Sekretaris
f. Anggota

: 1. Bupati
2. Wakil Bupati

: Sekretaris Daerah
: Inspektur
: Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
: Sekretaris Inspektorat
: Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat

Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah
(P2UPD) pada Inspektorat, dan Kepala Bagian
Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang

(3) tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.
(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 9

(l)Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG
atas nama Bupati meminta satu orang pegawai pada SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan bertugas
melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan
yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing.

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Tulang Bawang.



Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban UPG

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain
yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan
dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
e. menyampaikan basil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan

kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan

eksternal instansi;

g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan
instansi;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi
bersama KPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:

a. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas
laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari
kerja pertama di tiap minggunya;

b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut
laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;

c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut
laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui
Inspektorat secara periodik;

d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam

pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan

gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di

lingkungan Pemerintah Daerah; dan
h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program

pengendalian gratifikasi.

Pasal 12

(1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah
Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan



penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/atau
b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
e. Dimusnahkan.

(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir
yang tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan wewenang dan
kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten
Tulang Bawang selaku ketua UPG.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pejabat/ pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada
UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.

(2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 15

(1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian
gratifikasi di SKPD/UPT.

(2) Inspektur Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab atas
pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

(3) Inspektur Kabupaten Tulang Bawang melaporkan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 16

(1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan,
penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun
pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.

(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.
(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan SKPD yang
menjalankan fungsi pelayanan publik.

(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.



BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi
atau ancaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. kerahasiaan identitas.
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan

terhadap Pejabat/ Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena
melaporkan gratifikasi.

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada
Pejabat/ Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/ Pegawai dapat
meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati
melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 18

(1) Pejabat/ Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi
dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian
kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan
yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang
Bawang.



BAB IX
PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan
disampaikan kcpada bagian yang menjalankan fungsi
pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Mcnggala

pada tanggal 30 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR:



BAB IX
PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan
disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi
pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam BeriLa Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

PAPAFKOORDINAS^
1 WAKILBUPATF

7

2 SEKOAKA0
3 ASISTEN 1
4 ASISTEN II
5 ASISTEN ffi
6 ASISTEN IV
7 KA3AÖHWKUB
8 _

Ditetapkan di Menggala

pada tanggal 30 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 OUMI 2016

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 24



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANGBAWANG
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL: 30 2016

KPK
Komlal Pemberantasan Korupsl

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama

Akimat

Kepada Yth.
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JL II R RASUNASAID KAV C 1
JAKARTA SELAIAN 12920
KOTAK POS 575

Dokuman Inl adalah rahasia negara. Dllarang membuka tanpa liln KPK.

Formulir bcrdasarkan SK Pimpinan KPK No. KI P 726/01 1J/OS/7O’4

f •

TOLAK
ATAU

LAPORKAN

A. IDENTITAS PELAPOR
Nama Lengkap

No KIP (Nik):lempal &Tgl Lahir

Jabatan/Pangkat/Golongan

a. Nama «rotans» .
b. Unit evekxi l/ll/lll/IV/Unit Ketja

Alamat Kantor

r.odc POS •

ProvintiKab/KOtaccamotonKel/OCM

Alamat Rumah
Kodir POS

ProvinstKatVKotaKecamaunKel/Oesa

O Kantor 7. Sifakan pilih don ben tundu ( * 1O RumahAlamat pcntfinman aural •)8.
Pm 00 / WAAlarnat e-mail9.

SckdrrKantor :Nomor Teiepon Rumah:10.

notnrw inntalt dot*» dJ*,bunQi nuHnfMnrniidoh ptwoonw

TATA CARA PENYAMPAIANGRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

Utaun InUanji

(Kemcntenan/lcmbaca/
BUMN/BUMD/PemcfinUh
Oaerab/dU)

•Laponm gratihkasi dap.it diserahtan tangsung ko Kantor KPK juud.ipat dikrimkan molalui
s,urat/f«»k$/cmail/on//fte ke:

Dlreklcrat Gratlfikasi
Komlti Pemberantasan Korupsl
II. H.R. JUutna Said Kav C-X. Jakarta Sclat.in 12920
faU 021 5292 1230, 52921231. Teip.: 021-2557844R. 25578440. UP 0855 8845678
E-nu>»l: (WïUixjran grotVikau^kpk Ro.id

•lapocan gratifikaM ddaporkan o«eh pvrivfima gratilikau paling lambat 30 (nga pulub) hart
kar ja tcfbitunglepk tanggal gratifikati tenebut ditvrima.

•laporan df-ampatkan dengar. meryertakan dokumen vang terkad pvnortmaan granhlau

•Objok granftkMi (uang ataubarang) yangdilcrima tldak haru» dlserahkan aada saai
penyampaian Laporan gratifi^si

•informal gratihka'W dapat juga dipcroJah vocara onhrw mulalui alamat
www.kpk.co.ld/frabfikasl

•Untuk informal edukasi. download apTikasi gratihlJisi via Android dan iOS.
Mama apULui "GRATis” (Gratifikau :Informal & SosJaliwvi)

UU Nomor 30 lahun 2002 tentang Komlii Pemberantasan Korupsl Pasal 16:
Sotlap pofpwat nvgori atau pcnvclonRgara negara yang monotlma gratibkati wajib melaporkan

kepadn Komlsi PcmbdNintaian Korupii.

BUPATI TULANG BAWANG.

A. ROZAK



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPAT1 TULANGBAWANG
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL: 3ö W* 2016

PENGIRIM

Naina

Akimat

‘V

A. IDENTITAS PELAPOR
Noth Lrngiiap

No. MP (NIK):

KAb/Kot4Ke<amatanKet/Oesa

AJamat Rumah
IO<1r PO1
provmsirab/kotaKecamatanKel/Desa

| Kento* •J. SiMofi pilih dun beft tunda |* IO Ruma»t

|UntocRumah :Nomw Tck-tMin10

lnr4.il vomo (iopnt tM*utonnO< luwt

BUPAT1 TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK
6

8

LAPORAN GRATIFIKASI

TATA CARA PENYAMPATANGRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

Dokumen Ini adalah rahasia negara. Dllarang membuka lanpa ixin KPK.

Formulir bonUwrten SK Pimpinan KPK No. KEP-776/O1 13/05/2014

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JL. ILR. RASUNASAID KAV C 1
JAKARTA SFIATAN 12920
KOTAK POS 575

PARAF KOORDINASk
WAKIL BUPA^

•Laporan gratify <w dapat dtwrahkan Unhung kc Kantor KPK auu depot dOtirimkan m^alui
wrat/faks/omatl/on/me Ur

Dircktofat GraOfikasI
Komis! Pemberantasan Korupsi
Ik H.R. Rasuna Said Kjv. C-l. Jakarta Sdatan 12020
Fate.:021 52921230. 52921231, Idp.:021 25578448. 2SS78440. HP0855 884567«
E-mail: Maparan HratMite%i«pkpk.Bo.id

•Laporan grutlfikaii d>ljporten oloh pcnorima gfattfikasi paling lambat 30 (tlga puluh) hart
kcrja tcfhitiihg wjak tanggal gratifitesi icrscbut ditcrima.

•Laporan diiampalkan dpngan mcnyerukjn dokurnen yang torkait ponerimaan gi.uifdasi.

•Objek gtatlfikati (uung ulau barang) yang ditCflma tldak harus diserahkan pada $aat

pcnyampoMn laparon HratifiteM.
•Informa».» gradhteu dapat juga diporoloh Mxuira unitin' mdalut alamat

www.kpk.go.ld/tratlhkasl

•Untuk informasi odukad, download aptite&i gratihtesi via Android dan iOS.
Nama apUkau •GRATH* (Gratlfiluii ; Informal & So&ialisasi).TOLAK

ATAU
LAPORKAN UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornis» Pemberantasan Koruptl Pasal 16:

Setup pegaw.it negtri 4tau penyuienggara negara yang mencrimj granhkasi wajib mcianotfcan
kepada Komiii Pcmbrrantaian Korupsi

KPK
Komlil Pombaranlasan Korupsi

SEKDAKAS
ASISTEN 1
AS1STEM II
A SISTEN EI
ASISTEM IV
KABAGHum

Kode POS
PfOvmsi

Tempat &Tgl lahtr

labatan/Pantkat/Golongun

Union Instann
(KrmantcnanArmboga/
BUMN/BUMD/Pomartntah
Oaoiah/dll)

Alamnt Kantor

A!«mat pent!liman suiat *)

Alamat e-mail

a. Kama InsUnp:
b. Unit eselon l/il/lii/tv/Umi Keiji

[pinHB/WA:
I Sek3et :



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANGBAWANG
NOMOR : I”2? TAHUN 2016
TANGGAL: 30 W 1 2016

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
7 Irmhi' mi Jafutt d^rharyat tevum

KPK
KomJtl PvmberantMan Kon;pat

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI
Jenis Penwimaan Harga/Nilai Nom n.il/

laksiran
♦CodePensttwa
Penetimaan '

Tcmpat dan Tanggal
PeneibnaanKode Ur.iion

lLO]
Lamnya:

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama

Pckerjaan dun Jabal.tn

Alamat /Teiepon/Faks/
E-maU
Hubungan dengan
Pemben •

D. ALASAN DAN KRONOLOGI
Akison Pcmberun J

Kronologi penerimaun °:

Dokumen yang dilampirkan : IlidakatM Ada, yaitu

Catalan tamb.ih.in (bila pcrlu) “ ,

Laporan Grattftkas» ini saya sampalkan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada vang sengaja ndak saya laporkan atau saya laporkan kepada
Komisl Pcmberantasan KorupM sccara bdak benar. maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peratutan
perundang-undangan yang bcrlaku dan saya bersedia membenkanketerangan selanjutnya.

... ... ...
PrUpor,

IJU Nomor 20 7001. tenMiif P«rwb*h«n aut UU Nmnw 11 Tahun 1999 tentangPembertM»wn DnrUlr Wdana KontpU

Patel 1211
(1) S4tup pegJwA neger l etau nmyelannxAfa rtagAf» dtanagup pembefian tu.lp. apabila berhubungan dengen jatutanny* oen yang ImrM «renen dengap

kowaitbannya arail tuga^rrya, dpngan krtanluon brnkui
• niJelnye Rp lOOtXlCOl.OO (tepulwh jute rupub) .«uu lêbi»», pambuMtaH0«li*.» gtenfoau terteibut buUniimiupeUn gratiriMM

b. Yang nltainy* kutent Mali Rp 10 000,000.00 (tepuluhM* tupinh). pembukben helm*» g»an«kan tenebut euep dnakukan etenpenuntut umw
(2) P>dana bug» pegewat n"nr' elm. ( • neger- wbegelma» iMnaUud Je'em eyel (1‘ etleUh ydana perkara ieu<Hu« tbdw «leu pkiane perijme pi .»<K .HigUt

(empat) tahun rtenpaling lama 20 (due puluh) tahun. dunpldana nrnde pabng andikd Rp 200 000 000,00 (dun ratutjutaniplah) danpaling banyak Fp 1 OO0 OCO OCu.nn |uitn

/nUyar HipiAh)
Paml llCayat (l)i Krtantuan dnna^wd daMm 120 »»3t i Vda» Ucrtoku , pwerlmj mri*po^an«ia«RUu »”--g ddeuirMny»» <omld
Pembaranuian Ytndak Pidana Kxhupn
Ratal 12C ayat (2): l*cny*mpa »n bpc«ar labagaimana «btnaUuddab»n ayet (II wapb ditakwknn aleh penantna gfanlikail paling hnnbat JO Ibga puluf») nan »ana ivrhiv.rj
tajah tanguxl gratihkaUIvnabut ddafIma

PANDUAN PENGISIAN:
1) tW» hudr |rnn pwwirlffMa»'

a.U4ng t 1»»»| p*r|»Unan 5f O<M lokau (MraUruangan, g^dung.uUmat) dan punmmMn

b Bar*n< g. f4t4«U» pengmapan 6) Chtu nanw f^nibcri <ratlbk» ipcrcMAngan/kHurnpoMbJdjn uu»hj)
c- «Ubal (d ikon) h. Hvtphrwiwhasa 7) Dmi bubungan atdara [t^rwtru dengan pemben grabhkau tepe»n mdra
d- a.wn<»i
t.Pmianwn tanpa bung.»

1. Fvngvbatan (ut.ta <ufiv*

i lavhtas Uinny.t kr»MAem»n/rckarwfi/ata»*n/baw«»luirv/Mudr»<*/<fll
ai DUW uralqn jrfWt pancvimaan (ben!uk. rnaakj fabun p«n«<nMt»n warna. dll| M) nitti 4luwn pemberun vpern «iranM» tmm» Muh/prng'imyaari/krb^'

dit£uanUinnya
ai Oun niLd nommal/ takwar> ruim gndiMaii yang dtlwwtM|b«d^« b*imir/»nlrrnrt/

PrriMAan wull'l iruim ha»i4 paw,/ucwkjj«>i upp«u<»ur) ») oihldenganuratan Uutudugi» penenmeon(runtuUfike^dUtl |M*mbe«Un)

41 Onv kiidr |»rthliwi« penef inimn

«, Tmk.a.1 |wrn»Uh»ri/k*«jpHiAanóirma
adat

d trrkaif tugo nonp»Uyartan
» 1>rtm tenun.v/dikUl/urcxttAnp

10)

H»
Dihi dencan tanda * pada kolom yang trtva> dan vebulluin । » « jda

0ÖM denuanuiMtanUnnu» M10e»tt prrmmUar» perbnduogaf». wjUu Huk
frmpat betlM tbhubun/j» KPK. danhaHihuWt Um yang prdu dru»mp«du»n
kepad» KPKb’rtbaH nwiU»’ViMiX!K»»A/ninh v»tribul t rieuk u'hj

C. Terkad lug«t prUymiart g. Mirinya (tuinkan poda kolom d«

BUPATI TULANG BAWANG,

J4ANAN A. ROZAK



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANGBAWANG
NOMOR : V) TAHUN 2016
TANGGAL: 30 2016

B. DATA PENÊRIMAAN GRATIFIKASI
Jenis Penenmaan Harga/NHai Nominal/

Faksitan
Kode Per snwa Tcmpat dan Tanggal

PcncHtnaan M
Kodc ” Uraian • _ Pcnerlmaan 4

O
Latnnya.

C DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama*'

P^kerjaan dan Jabatan

Afamat ZTelepon/Faks/
E-mail
Hubungan dengan
Pemberi 1

KPK
Komlai P»mD»ranta*an Korupti

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Afa^an Pcmbcnun '

Kronoiogi penenmaan':

Üokomen yang dilampiikan1 •: LJ Iidak ada I 1 Ad.», y.nru

Catalan tambahan (bila pcrtu) '

Laporan Granhkasl ini saya sampaikan dengan sebenar -bonamya. Apablla ada yang sen^ja tldak -^ya toporkan ara« vaya laixirk.v kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi secara ndak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum seuiai dengan prraturan

pcrundangmndangan yang bcrlaku dan taya bersedia mrmbenkan keterangan selanjutnya.
2U

F*hpnr.

V

1

5

PWwom
WAhlL BUPAiT!\..a.
SEKDAKAÈ A X .
ASISTEN I 'ASIS7EN n . .
ASISTEN 13 - .

6 ASISTM IV
KA3AG HUKUif

8

BUPATI TULANG BAWANG.

HANAN A. ROZAK


